BERITADAERAH
PROVINSIJAWATENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 107
PERATURAN GUBERNUR JAWATENGAH
NOMOR 107 TAHUN 2008

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN
PEMBERIAN KUASAMENANDATANGANI KEPUTUSAN
DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSIJAWATENGAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWATENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelayanan dan tertib
administrasi kepegawaian telah ditetapkan
Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun
2001 tentang Pendelegasian Wewenang
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Mengingat :
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Menetapkan dan Pemberian Kuasa
Menandatangani Surat-Surat Keputusan dan Surat-
Surat Lainnya Di Bidang Kepegawaian Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan
dan keadaan, maka perlu ditinjau kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di

maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang
Menetapkan Dan Pemberian Kuasa
Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat
Lainnya Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3093);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tsntang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4014);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4016);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
196, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4017);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4018); ‘

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG ME-
NETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA
MENANDA TANGANI KEPUTUSAN DAN
SURAT-SURAT LAINNYA BIDANG
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWATENGAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

1022

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah.

Pendelegasian Wewenang adalah pemberian mandat dari
Gubernur Jawa Tengah kepada Pejabat yang ditunjuk di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang
selanjutnya disingkat BKD.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS.

Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat
CPNSD.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS.
Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN

KUASA
Pasal 2

Pemberian delegasi wewenang kepada Pejabat Di Lingkungan Provinsi
Jawa Tengah dan Pemberian kuasa kepada Pejabat Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Gubernur.

1)

@)

€)

Pasal 3

Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat mendelegasikan
wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lainnya.

Apabila dipandang perlu pejabat yang menerima delegasi
wewenang memberikan kuasa untuk atas namanya
menandatangani Keputusan atau Surat-Surat Lainnya Di Bidang
Kepegawaian kepada Pejabat Lain di Lingkungannya.

Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang menerima delegasi
wewenang.
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Pasal 4

Dalam hal pejabat yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 berhalangan, maka Kuasa tersebut dapat dilaksanakan oleh
Pejabat yang lebih tinggi yang diberi kuasa.

BABII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka
Keputusan Gubernur Jawa Tengah 17 Tahun 2001 tentang
Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa
Menandatangani Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya
Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

' (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini
akan diatur lebih lanjut.

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah ‘ '

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Agustus 2008
GUBERNUR JAWATENGAH,
ttd :
ALI MUFIZ
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Diundangkan di Semarang
pada tanggal 5 Agustus 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWATENGAH
ttd
HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 107
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 107 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

DELEGAS|I WEWENANG MENETAPKAN DAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT - SURAT LAINNYA DI BIDANG
KEPEGAWAIAN Df LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PEJABAT YANG DIBERT | R
NO KEPUTUSAN/KEGIATAN DELEGAS| WEWENANG KUASA BAGI PNS GOL RUANG ESELON KETERANGAN
1 2 3 5 6
- N
1]Keputusan Pengangkatan CPNSD Ké&pala BKD Va, e, llfa e ilfa b dan e
2|Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi * Kepala BKD * ll/a, lII/b, dan (/e Kecuali bagi CPNS yg tewas atau

(2]

S

4]

PNSD

Keputusan Kenalkan Pangkat

Anumerta

Keputusan Pemindahan :
a. P ran antar Kabup
dalam Provinsi

tan/iKata

/Kota

b. Pemi antara Kabupat
ke Provinsi atau sebaliknya

<. Pemindahan antar SKPD Provinsi
Jawa Tengah

d. Pemindahan antar wilayah kerja di
lingkungan Dinas/Kantor/Lembaga
Prov,

Keputusan Sementara Kenaikan Pangkat‘

Kepala SKPD Pemerintah

|Provinst Jawa Tengah

Kepala BKD Provinsi
Jawa Tengah

>

g

v e s s s s e .

Kabid Mutasi BKD

Kepata BKD
Kabid Mutasi BKD

Sekretaris Daerah
Kepala BKD
Kabid Mutasi BKD
Sekretaris Daerah
Kepala BKD
Kabid Mutasi BKD
Sekrstaris Daerah
Kepaia BKD
Kabid Mutasi BKD

i7a,lfc,ll7a,ivb dan li/c

B

1a, s/d /d
i/b, s/d I/d

Semua Golongan Ruang

IV/a sid IVic
i/a, s/d tiid
Wb, s/d Wid
V/a sid IVIc
Wi/, s/d /d
b, s/d Iid
V/a sid IVic
ilfa, s/d i/d
Wb, sid iiid

R

g

Semua Golongan Ruang
Tenaga Tidak Tetap

0

cacat karena Dinas

dan K

Kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta

Pangkat P

Difingkungan masing - masing
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-

-

-]

Penga ) dan P th
dalam dan dari Jabatan Struktural

7|Keputusan Pengangkatan dan
|Pemberhentian dalam dan dari Jabatan

Fung:

B, i D, vatan P,
a. F

4 A o o .
Pengangkatan kembali dan
Pemberhentian dari Jabatan

b. Pembeb

8 a dan Kenaik
Jabatan

8|Keputusan Penetapan Angka Kredit
|Jabatan Fungsional

9]Keputusan Pemberhentian Sementara
dari Jabatan Negeri

OjKeputusan Pemberhentian dari Jabatan
Organik

O

Sekretaris Daerah

*

Sekretaris Daerah
Kepala BKD

0

Kepaia BKD

*

* Sekretaris Daerah
Kepala BKD

O

O

Sekretaris Daerah
Kepala BKD

DR

Kabid Mutasi BKD

Sekretlaris Daerah
Kepaia BKD

O

v

Kabid Pengemb. Peg BKD

Kabid Pengemb. Peg BKD

Kabid Umum Kepeg BKD

Kabid Umum Kepeg BKD

Eselon It dan Eselon IV

v

b, s/d tird
i/b, s/d li/a

>

1ivb, s/d ird
* /b, s/d li/a

0

Wia sid IV/b

Esaelon Hif dan [V
1I/a s/d lIvd

I/b, sid ttrd

/b, s/d lld

CECCE

Eselon (I dan IV
Hil/a s/d lI/id
* Vb s/dilrd

Cy

* Bagi jenjang Muda/Penyelia ke
bawah

* Bagi jenjang Muda/Penyelia ke
bawah

Termasuk pejabat fungsional
jenjang Muda Penyelia ke bawah

Bagi PNS yang diberhentikan dari
Jabatan Negeri karena akan
i batas usia pensi

Termasuk pejabat fungsional
|ienjang Muda/Penyelia ke bawah

1}|Keputusan Pengaktifan kembali * Sekretris Daerah * Esselon Il dan IV
* Kepala BKD * ifa s/d lll7d
¢ Kabid Umum Kepeg BKD  |* Wb s/d tiid
12|Keputusan Pemberhentian Tugas * Kepala BKD * a s/d li/d
Elajardan Penempatan Kembali
13[|Keputusan Peninjauan masa kerja * Kepala BKD . ¢ l/a s/d lli/d
* Kabid Mutasi BKD * Wb sidild -
14|Keputusan Pemberian atau penolakan Kepala SKPD Provinsi ¢ Vas/dtiid Dilingkungan masing - masing
izin perkawinan atau perceraian Jawa Tengah
15|Ralat / Parbaikan Keputusan * Asisten Adminisirasi Sekda Semua golongan ruang * Bagi KEPUTUSAN yang ditanda
- ’ . tangani Gubemur atau Sekda
* Kepala BKD Semua golongan ruang * Sesuai KEPUTUSAN yang diralat
* Masing-masing Kabid BKD
16{Surat fzin Cuti : Kepala SKPD Provinsi Semua golongan ruang * Dilingkungan masing-masing
a. Cuti tahunan, Cuti sakit yg tdk lebih Jawa Tengah . * Kecuali Cuti yg dilaksanakan
dari 14 han, Cuti bersalin dan Cuti diluar negeri
karena alasan penting
b. Cuti dituar tanggungan negara, Cuti * Kepala BKD * Va, s/d Hiid
besar dan Cuti sakit yg lebih dari 14
hari
17|Surat Izin belajar * Sekretaris Dasrah * 83
* Kepala BKD * §1danS2
* Kabid Mutasi BKD * D4 ke bawah
18{Surat izin penggunaan gelar ke * Sekretaris Daerah * 83
sarjanaan * Kepala BKD * 82
* Kabid Mutasi 8KD * 8 1 ke bawah
19|Surat izin usaha Kepala SKPD Provinsi * Kepaia BKD * Va, s/d HVd
Jawa Tengah
20|Surat pemberitahuan kenaikan gaji Kepala SKPD Provinsi Semua Golongan Ruang Difingkungan masing - masing
berkala ( SPTKG ) Jawa Tengah
21|Surat pemberitahuan penghentian Kepala SKPD Provinsi Semua Golongan Ruang Dilingkungan masing - masing
|pambayaran gaji Jawa Tengah
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Pembuatan Berita Acara

26/Surat P " Menduduki lah

atau Surat 'Pemyalnn Melaksanakan
Tugas

27|Pengesahan Salinan dan Petikan

Keputusan :
a. Pengangkatan CPNS

b. P L dan Pemberh

Jawa Tengah

Kepala SKPD Provinsi
Jawa Tengah

* Kabid Mutasi BKD

dalam dan dari Jabatan Strukiural

c. Kenaikan Pangkat

* Sel Daerah

* Sekretaris Daerah

* Asisten Administrasi Sekda

Semua Golongan Ruang

O

Va, lic, li/a, I/b, We
Ii/a, WD dan i

0

Eselon |
Eselon llf dan IV

22{Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Kepala SKPD Provinsi * Sekretaris Daerah dan * ll/a s/d lilic
Pelati ( STTPP ) Prajab Jawa Tengah Kepala Badan Diklat
. * Kepala BKD dan Kepala * lfa, Vc, iifa, lI/b dan liic
Badan Diklat
23|Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) {Kepala SKPD Provinsi * Sekretaris Daerah * Ujian Dinas Tk Il
dan Surat Tanda Lulus Ujian Jawa Tengah * Penyesuaian |jazah D-4
Penyesuaian fjazah (STLUPI) Ke atas
* Kepala BKD * Ujian Dinas Tk. |
* Penyassuaian ljazah D-3
ke bawah
24|Pengambil; p dan Kepala SKPD Provinsi “ Sekretaris Daerah * Eselon Nl
Pemyataan Pelantikan Jawa Tengah * Eselon IV Ditingk masing ing
25|Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan |Kepala SKPD Provinst Kepala BKD Semua Golongan Ruang

Dilakukan bersamaan dalam
suatu periode tertentu

Dilingkungan masing - masing

d. izin perkawinan atau perceraian
e. Penunjukan tugas belajar

28|Surat perintah penugasan Diklat
Kepemimpinan

29|Surat perintah penugasan Diklat Teknis
dan Diklat Fungsional

30|Nota Usul atau persetujuan Kepala BKN

a. Pengangkatan CPNS dan
Pengangkatan CPNS

yang lebih dari 2 Th

b. Pengaktifan kembali

c. Mutasi lain-lain

jadi PNS

31|Surat Keterangan Uraian Tugas

32|Surat pemyataan persetujuan pindah
{lolos butuh}

dan Kepangkatan BKD

* Kepala BKD

Kepala SKPD Provinsi
Jawa Tengah

Kepala BKD

* Kabid Pengemb Peg BKD

* Sekretaris Dasrah
* Asisten Adm Sekds

* Sekretaris Daerah

* Kepala BKD
* Kabid Pengemb Peg BKD

* Kepala BKD
* Kepala BKD

* Kabid Mutasi BKD

* Sekretaris Dasrah
* Asisten Administrasi Sekda

iti/a 8/d IVie

Semua jenjang pendidikan

Diklatpim Il
Diklatpim Itl, IV

* V/asid IVic
fiic s/d 1V/a
* Vas/d b

\/a, Vic, Il/a, WD, We
tiifa, Vb dan live

Semua golongan ruang
Semua golongan ruang

Semua golongan ruang

* IV/a sid [Vie
* Va s/d Hid

- * IVias/d IVie
* Kepala BKD - Ivia sid IVic
. * lii/a s/d livd
* Kabid Mutasi BKD - * Iib s/d id
* Kasubbid Pengangkatan - -

Termasuk Diklat Kader

Di lingkungan masing - masing

Bagi PNS pada Kantor/Lembaga
Provinsi yg setingkat Eselon il
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33{Surat p pengi keputy * Sekrotaris/Kepala Bidang Semua golongan ruang |Semua bidang masing-masing
pada BKD {kecuali ditentukan lain
34|Surat peng: usul p L * Kepala BKD Semua golongan ruang
CPNSD
*35|Surat pengantar usul Karpeg, Karsis * Kabid Dokumentasi dan Semua golongan ruang

dan Karsu

Ikepada dokter penguji tersendiri atau
Tim Penguji kesshatan PNS

Surat laporan tentang peristiwva yg
|mengakibatkan PNS tewas atau cacat

Surat Pernyataan tidak pemah dijatuhi
hukuman disiplin tingkat berat

|Pemberian [zin sebagal Calon Kepala
Desa

Kepala SKPD Provinsi
Jawa Tengah

Kepala SKPD Provinst
Jawa Tengah

Kepala SKPD Provinsi
Jawa Tengah

Kepala BKD

pengolshan data BKD

Semua golongan ruang

Semua golongan ruang

Semua golongan ruang

Semua golongan ruang

Di lingkungan masing - masing

Di lingkungan masing - masing

Di tingkungan masing - masing

Gubernur Jawa Tengah
ttd

All Mufiz




